
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANATIDUNG,

a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Kalimantan Utara Nomor 188.44/K-16/2023 ten tang

Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus

Transfer Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi

Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023,

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mendapat

alokasi dana Bantuan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf c angka 2 huruf

b angka 4) huruf b) angka (2) huruf (f) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyebutkan

apabila pendapatan daerah yang bersumber dari

bantuan bersifat khusus diterima setelah Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 diteapkan,

Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan

keuangan bersifat khusus dimaksud dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala daerah

ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Menimbang

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR 54 TAHUN2022

TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2023

BUPATITANATIDUNG

PROVINSIKALIMANTANUTARA

PERATURANBUPATITANATIDUNG

NOMOR 14 TAHUN2023



1. Undang-Undang Noomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Than 2004 tentang

Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tahun Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5587),
sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
NegaraTahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran
NegaraNomor6322).

6. Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Menimbang



5.474.197.823,- sehingga menjadi
Rp.1.142.645.198.747,- , yang bersumber dari :
a. pendapatan as Ii daerah;
b. pendapatan transfer;dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

l. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
anggaran 2023 semula sebesar Rp.
1.137.171.000.924,- bertambah sebesar Rp.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor
54) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR 14 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAHTAHUN
ANGGARAN2023.

Menetapkan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8elanja

Daerah Tahun Anggaran 2023).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10

Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:



Daftar Nama Penerirna, Alamat

Penerima, dan Besaran Hibah;

3. Lampiran III

Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, dan Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

APBDPenjabaranPerubahan2. Lampiran II

Ringkasan Perubahan Penjabaran

APBDYang Diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, Objek, dan

Rincian ObjekPendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;

1. Lampiran I

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

anggaran 2023 semula sebesar Rp.

1.137.171.000.924,- bertambah sebesar Rp.

5.474.197.823,- sehingga menjadi

Rp.1.142.645.198.747,- ,yang bersumber dari :

a. belanja daerah;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga;dan

d. belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

4. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:



Daerah, Organisasi,
Program,Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan;

Urusan PemerintahanMenurut

Minyak Bumi dan Pertambangan
Gas Alamj tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek,dan Rincian Objek Belanja
dan Pembiayaan;

RincianDana Tambahan Infrastuktur

Pendapatan,
Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan

danBelanja

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan

Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran belanja bagi
hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek

Penerima, Alamat
Besaran Bantuan

Daftar Nama
Penerima, dan
Sosial;

9. Lampiran IX

8. LampiranVIII

7. Lampiran VII

6. Lampiran VI

5. Lampiran V

4. Lampiran IV
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SEKRETARIS..Dl\ERAHKABUPATENTANATIDUNG,

Diundangkan di Tideng Pale

padatanggal 12 Mei 2023

BUPATITANATIDUNG,

Ditetapkan di Tideng Pale

pada tanggal 12 Mei 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

dalam Berita Daerah.

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Pasal II

Sinkronisasi Kebijakan Pemerin tah

Kabupaten pada Daerah Perbatasan

Dalam Rancangan Perda tentang

APBD dan Rancangan Perkada

tentang Penjabaran APBD dengan

Program Prioritas Perbatasan Negara.

10. Lampiran X

IBRAHIMALI


